
 

 

FUNGSI SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU  

DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA 

 

TESIS 

 

 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  

Gelar Magister Hukum (M.H.)  

 

 

MUCHAMMAD ARIFIN 

NIM. 02012681620045  

 

 

 
 

 
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

 

FAKULTAS HUKUM 

 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  

 

PALEMBANG 

 

 2020 



ii 

 



iii 

 

  

 



iv 

 

MOTTO 

 

 

 

 

نِ  حۡسََٰ نُ هَلۡ جَزَاءُٓ ٱلِۡۡ حۡسََٰ إلَِّا ٱلِۡۡ  

“Hal jazaa-u-ihsaani ilaa-ihsaan(u)” 

 “Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan (pula).” (ar-Rahman: 

60) 

 

  فَإذِاَ فرََغۡتَ فَٱنصَبۡ 

"Faidzaa faragh tafangshabb" 

 

“Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan maka kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh urusan yang lain”. (Al-Insyirah: 7) 
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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Alhamdulillah wasyukrillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, 

atas telah selesainya hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul “Fungsi Surat 

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Penanganan Perkara Narkotika”.  

Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum 

normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam 

penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara 

kerja ilmu hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian 

hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum 

positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” 

atau yang dikenal dengan doctrinal research.  

Hasil penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis 
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mengikat pihak Penyidik dari Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim, kemudian 

persyaratan perkara yang dapat dilakukan asesmen belum jelas diatur, yang 

sehingga belum standar operasional prosedur yang jelas, prakteknya masih 

tergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukumnya, oleh karenanya 

perlu diatur secara jelas Undang-undang, yang menjadi bahan revisi bagi Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian Narkotika menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 35 

tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, 

selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan 

dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam 

pelayanan kesehatan manusia, namun permasalahan narkotika di Indonesia 

semakin komplek dan menggurita, peredarannya bukan hanya berpusat di 

kota-kota besar saja tapi sudah merambah sampai ke pelosok desa, 

penggunanya pun juga bukan dari kalangan berduit saja tapi sudah sampai 

kepada pelajar tingkat yang paling bawah atau masyarakat miskin, narkotika 

memang dapat menyerang kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja.1 

                                                             
1  Pelajar dan Bahaya Narkotika, Badan Narkotika Nasional Deputi Pencegahan Direktorat 

Diseminasi Informasi Tahun 2012, hlm.2. 
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Seperti halnya life style, narkotika di kalangan pelajar maupun 

masyarakat juga sedemikian maraknya. Dulu tren peredaran gelap narkotika 

hanya berlokasi di tempat-tempat hiburan, diskotik, cafe dan lain-lain, tetapi 

sekarang pelajar maupun masyarakat telah menggunakan sekolah dan rumah 

kost bahkan memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk transaksi 

narkotika. 

Narkotika disalahgunakan sehingga mengakibatkan gangguan fisik, 

mental, sosial dan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merambah 

dari pedesaan sampai melampaui batas negara yang akan merugikan 

perorangan maupun masyarakat yang pada akhirnya akan merugikan 

generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi 

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat 

melemahkan ketahanan nasional. 

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen 

masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan narkoba 

merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global) dan 

sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa).2 

Pengaturan tentang Narkotika dan psikotropika di Indonesia awalnya 

diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring perkembangan kedua undang-

undang tersebut dianggap memberikan ancaman hukuman yang cukup berat 

                                                             
2  INFODATIN, Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI,”Anti Narkoba Sedunia” 26 

Juni 2017, ISSN 2442-7659, hlm. 1. 
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bagi produsen, pengedar maupun pemakainya, bahkan menyebabkan terjadi 

kriminalisasi terhadap subjek hukum selaku penyalahguna narkotika. 

Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Pemerintah bersama DPR RI 

mengeluarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti 

dari UU No. 22 tahun 1997, namun masih tetap mempertahankan UU No. 5 

tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tersebut 

telah memperberat ancaman pidana dan memperbesar denda serta 

menambah daftar jenis golongan Narkotika yang kian tahun semakin banyak 

zat psikoaktif yang baru yang dikemas dalam berbagai bentuk rupa untuk 

mengelabuhi masyarakat awam. 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 

yang menerangkan tentang tindak pidana penyalahguna narkotika 

sebenarnya telah mengamanatkan agar para pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabiliasi 

sosial, namun ketentuan rehabilitasi tersebut diletakkan pada ayat (2), 

sedangkan pada ayat (1) nya disebutkan pidana penjara. 

Meskipun diurutan ayat ke-2, namun masih berhubungan dengan ayat 

(1) nya yang mewajibkan hakim saat memutus perkara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 54, 

pasal 55 dan pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

- Pasal 54 UU Narkotika : Pecandu Narkotika dan Korban 

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

- Pasal 55 UU Narkotika :  

Ayat (1)  :  Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur 

wajib melaporkan 
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Ayat (2)  :  Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib 

melaporkan 

Ayat (3)  :  Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana 

ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

- Pasal 103 UU Narkotika :  

Ayat (1)  : Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat; 

a. Memutus untuk memerintahkan ybs menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah, atau 

b. Memutus untuk memerintahkan ybs menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah  

Ayat (2)  : Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi 

pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

 

Pembuktian bahwa tersangka Sebagai penyalahguna atau korban 

penyalahguna melalui proses asesmen. Proses asesmen adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri 

dari tim medis dan tim hukum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan 

Kepala Badan Narkotika Nasional di tingkat Pusat, Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota untuk mengetahui kondisi pecandu/korban penyalahguna 

Narkotika dari aspek medis maupun aspek social, dengan cara3: 

1. Kegiatan Wawancara mencakup riwayat kesehatan, riwayat 

penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat 

keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat 

keluarga dan sosial pecandu Narkotika. 

2. Kegiatan Observasi meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika 

baik verbal maupun non verbal. 

                                                             
3  Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotik, 2014, Direktorat Bina 

Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan, edisi revisi tahun 2014, hlm. 15. 
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3. Pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu / korban penyalahguna 

Narkotika. 

Proses asesmen dapat dilakukan pada tahap penyidikan (asesmen 

diajukan oleh Penyidik) maupun saat penuntutan di persidangan (asesmen 

diajukan oleh Penuntut Umum maupun Hakim). Bilamana asesmen 

dilakukan pada tahap penyidikan, hasil asesmen ini merupakan bagian dari 

kelengkapan formil atas berkas perkara yang ditanganinya, namun bilamana 

asesmen dilakukan pada tahap penuntutan di persidangan, hasil asesmen ini 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum 

dalam menuntut maupun Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 

tersebut. 

Proses asesmen menjadi hal yang menarik untuk dibahas atau diteliti, 

mengingat ketentuan ini masih tergolong baru dan belum ada keseragaman 

dalam melakukan asesmen ini, adapun hal-hal yang dikatakan belum ada 

keseragaman dalam melakukan asesmen ini antara lain : 

1. Kewajiban Penyidik mengajukan permohonan asesmen 

Pada saat Penyidik dari Kepolisian melakukan penyidikan atas 

perkara tindak pidana narkotika, maka keberadaan tim asesmen hanya 

bersikap pasif menunggu adanya surat permohonan untuk dilakukan 

asesmen, kalau ada yang mengajukan permohonan asesmen baru di 

proses, jika tidak mengajukan maka tim tidak mempunyai wewenang 

untuk dilakukan asesmen. 
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Dalam praktek, bilamana Penyidik sedang melakukan penyidikan 

atas perkara tindak pidana narkotika terutama yang terdapat pasal 

sangkaan berupa pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika, tidak ada kewajiban bagi Penyidik dari Kepolisian 

untuk mengajukan permohonan asesmen terhadap tersangka, sehingga 

tidak semua penyidikan atas pasal penyalahgunaan narkotika ini 

ditindaklanjuti pada permohonan asesmen, hal ini tentu menjadi celah 

hukum yang berpotensi menimbulkan penyimpangan yang berdampak 

pada penilaian subjektifitas atas masing-masing perkara, belum ada 

ketentuan baku atau standar operasional prosedur mengenai kewajiban 

penyidik yang menangani perkara narkotika yang ada pasal sangkaan 

penyalahguna narkotika wajib / harus mengajukan permohonan 

asesmen bagi tersangka (sebagaimana kewajiban aparat penegak hukum 

(Penyidik/Penuntut umum/Hakim) untuk melakukan Diversi pada 

setiap tahapan penanganan perkara yang melibatkan tersangkanya anak 

di bawah umur). 

2. Kapan batas waktu mengajukan permohonan asesmen pada tahap 

penyidikan 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika nasional Nomor 

11 Tahun 2014, pada Pasal 14 ayat (1) mewajibkan bagi penyidik untuk 

mengajukan permohonan asesmen paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua 

puluh empat) jam setelah penangkapan tersangka. 
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Dalam praktek ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional nomor 11 tahun 2014 tersebut seolah-olah 

hanya mengikat bagi penyidik yang bernaung di instansi BNN saja dan 

tidak mengikat bagi penyidik dari Kepolisian, sehingga masih 

ditemukan Penyidik dari Kepolisian yang setelah melakukan 

penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika, tidak menyampaikan hak-hak tersangka 

kepada tersangka maupun keluarga tersangka mengenai permohonan 

asesmen. 

Berikut data pengajuan asesmen dalam penanganan perkara 

penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Pesisir Selatan tahun 

2017, yaitu : 

Tabel 1.1. 

Perkara yang diajukan Asesmen oleh Polres Pesisir Selatan 

No 

Nama 

Tersangka 

Pasal 

sangkaan 

Waktu 

penangkapan 

Pengajuan 

assesmen 

1 Afrian Eko 

Pgl Eko Bin 

Hermansyah 

Perkara split-

zing yang 

terdapat 

sangkaan 

pasal 127 

ayat (1) huruf 

Tanggal 01 

Oktober 2017 s/d 

04 Oktober 2017, 

kemudian 

perpanjangan 

penahanan tanggal 

Tanggal 

19 

Oktober 

2017 

 

2 Wanda Ozia 

Lindri Putra 

Pgl Wanda 
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Begor Bin 

Nasrul 

UU RI No. 

35 tahun 

2009 tentang 

narkotika. 

04 Oktober 2017 

s/d 07 Oktober 

2017. 3 Dedi Putra 

Pgl Jejeng 

Bin Sawir 

Sumber : Hasil wawancara dengan Andi Indra, SH. Selaku Kanit Reskrim Polres 

Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2018. 

Rentang waktu ini menjadi celah hukum yang berpotensi 

menimbulkan penyimpangan yang berdampak pada penilaian 

subjektifitas Penyidik atas perkara tersebut, mengingat ketentuan ‘asas 

praduga tidak bersalah’ ini tidak berlaku bagi Penyidik karena saat 

Penyidik menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana atau 

mengenakan pasal sangkaan terhadap tersangka pada hakekatnya 

Penyidik telah mempunyai keyakinan atas adanya bukti permulaan 

cukup yang membuat terang suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana 

dan tersangkalah pelakunya, untuk hal yang sama Penyidik yang telah 

berkeyakinan tersangka Afrian Eko Pgl. Eko Bin Hermansyah bersama 

kedua rekan tersangka tersebut diduga bersalah menyalahgunakan 

narkotika maka Penyidik seharusnya langsung mengajukan 

permohonan asesmen pada waktu 1x24 jam setelah penangkapan yaitu 

antara rentang waktu tanggal 01 – 05 Oktober 2017. 

3. Kemampuan personal Tim dan metode asesmen yang digunakan 

Tim asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari Tim hukum yang berasal 

dari Aparat penegak hukum (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang 
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ditunjuk berdasarkan surat perintah atasan masing-masing) dan dari 

Tim Medis yaitu dokter yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari 

BNN Provinsi atau Kabupaten/Kota.  

Dalam penunjukan menjadi tim asesmen ini harusnya terdapat 

kriteria yang wajib dimiliki sebagai tolok ukur dasar kemampuan dari 

masing-masing personal anggota tim, namun prakteknya bilamana 

kriteria tersebut tidak ada atau tidak dimiliki maka tetap saja ditunjuk 

menjadi tim asesmen. 

Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan asesmen 

terhadap tersangka / klien hanya berupa wawancara tanya jawab 

berdasarkan formulir yang telah dituangkan dalam lampiran Peraturan 

Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014, dan ini biasanya hanya dilakukan 

dalam waktu satu hari saja (jam kerja kurang lebih sekitar 2 jam) dan 

dalam sehari tersebut biasanya dilakukan lebih dari satu kali asesmen 

untuk tersangka / kasus yang berbeda. Tentu metode ini menjadikan 

hasil rekomendasi tim kurang akurat dan kurang efektif, bahkan dapat 

disimpulkan terkesan bersifat penilaian subjektifitas dari masing-

masing tim asesmen. 

Seharusnya metode asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen 

Terpadu menggunakan kajian asesmen yang telah teruji dan terstandar 

metodenya dan sudah jelas apa tujuan dari pelaksanaan asesmen 

tersebut kemudian dapat diadopsi menjadi suatu regulasi sehingga dapat 

menjadi keseragaman dalam proses asesmen bagi semua pelaksananya. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka 

saya akan memberikan judul tesis sebagai salah satu syarat kelulusan, 

dengan judul “FUNGSI SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN 

TERPADU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA 

NARKOTIKA”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis 

menarik suatu permasalahan yang ada dalam penulisan ini yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam 

sistem peradilan pidana Narkotika? 

2. Bagaimana kekuatan mengikat surat rekomendasi Tim Asesmen 

Terpadu dalam sistem peradilan Pidana Narkotika? 

3. Apa fungsi surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam Sistem 

Peradilan Pidana Narkotika? 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bidang hukum pidana, 

khususnya terbatas pada Fungsi Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu 

dalam penanganan perkara pidana Narkotika. Ruang lingkup penelitian ini 

adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat tahun penelitian 2017 
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sampai dengan tahun 2019, sedangkan lingkup bidang ilmu bagian hukum 

pidana adalah sistem peradilan pidana. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka secara 

keseluruhan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Tim Asesmen 

Terpadu dalam sistem peradilan pidana Narkotika. 

2. Untuk menganalisis kekuatan mengikat surat rekomendasi Tim 

Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan Pidana Narkotika. 

3. Untuk menganalisis fungsi surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu 

dalam Sistem Peradilan Pidana Narkotika. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam 

pengaturan mekanisme asesmen bagi penyalahguna Narkotika yang 

lebih relevan dan tidak melanggar privasi hak asasi manusia. 

b. Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat 

sebagai bahan koreksi dan pedoman bagi aparat penegak hukum dan 

pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan mekanisme asesmen 

bagi penyalahguna Narkotika yang lebih relevan dan tidak melanggar 

privasi hak asasi manusia. 
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1) Bagi pemerintah, dapat menjadi pedoman dalam mengambil 

kebijakan sebagai upaya menciptakan keadilan dan kepastian 

hukum dalam mekanisme asemen bagi penyalahguna Narkotika; 

2) Bagi aparat penegak hukum, dapat menjadi pedoman dalam 

melakukan kegiatan asesmen bagi penyalahguna Narkotika dan 

menghindari pelanggaran terhadap privasi hak asasi manusia; 

3) Bagi masyarakat sipil, dapat menjadi acuan untuk lebih berperan 

serta aktif dalam melakukan upaya pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan asesmen bagi penyalahguna Narkotika yang 

lebih relevan dan tidak melanggar privasi hak asasi manusia. 

 

F. Kerangka Teoritis 

1. Grand Theory (Teori Kewenangan) 

Istilah wewenang seringkali dipertukarkan dengan istilah 

kewenangan. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan 

digunakan selalu dalam konsep hukum publik. Menurut Henc Van 

Maarseveen, mengkaitkan istilah wewenang dengan kekuasaan hukum, 

yang sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen yaitu4: 

- Pengaruh, yang berarti bahwa maksud pengunaan wewenang 

untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 

- Dasar hukum, yang berarti bahwa wewenang itu wajib merujuk 

pada dasar hukum yang mengaturnya. 

                                                             
4  Henc Van Maarseveen yang disadur dari bukunya Philipus M. Hadjon; Tatiek Sri Djatmiati; 

G.H. Addink; J.B.J.M. Ten Berge, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm.10. 
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- Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar 

wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan 

standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 

Adapun cara untuk memperoleh wewenang, dalam ranah hukum 

administrasi, terdapat dua cara yaitu secara atribusi dan delegasi, 

sedangkan mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri, karena mandat 

bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi. 

Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang 

Pemerintahan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam 

arti materiil bahkan termasuk wewenang untuk membuat keputusan 

(besluit), sedangkan delegasi merupakan penyerahan wewenang oleh 

pejabat pemerintahan (delegans) kepada pihak lain (delegataris) 

termasuk wewenang untuk membuat besluit/keputusan, sehingga 

wewenang tersebut beralih menjadi tanggung jawab pihak lain 

(delegataris) tersebut5. Adapun syarat-syarat delegasi sebagai berikut: 

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 

ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki 

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. 

                                                             
5  Ibid. hlm. 13. 
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d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 

berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 

wewenang tersebut. 

e. Adanya peraturan kebijakan (beleidsregel) untuk memberikan 

instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.6 

Mandat merupakan suatu penugasan dari pejabat yang memberi 

mandat kepada bawahan yang menerima mandat, dengan demikian 

tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat. Atas dasar itu 

penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata 

usaha Negara (pasal 1, 12 UU Nomor 5 tahun 1986 Jis UU Nomor 9 

tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009)7 

2. Middle Range Theory (Teori pembuktian) 

Dalam membuktikan apakah tersangka atau terdakwa merupakan 

korban, pecandu atau penyalahguna narkotika perlu dipelajari teori 

pembuktian dalam hukum pidana. Sistem pembuktian adalah 

pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh 

dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana 

alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim 

harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.8 

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian 

yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di 

                                                             
6  Ibid. 
7  Ibid. 
8  Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, 

Jakarta: Raih asa Sukses, 2011, hlm.28. 
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sidang pengadilan. Adapun teori pembuktian hukum pidana terbagi 

dalam 4 (empat) sistem yaitu: 

a. Conviction intime atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan 

hakim semata. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan 

kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan 

keyakinan hakim. Teori ini mendefinisikan bahwa keyakinan 

hakim dalam menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika 

sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim 

tersebut9. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap 

hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak 

jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.10 

b. Conviction rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan 

keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang 

logis. Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menentukan 

keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-

alasan yang reasonable atau alasan yang dapat diterima oleh akal 

pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.11 

c. Positif wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian yang hanya 

berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh 

undang-undang secara positif. Untuk menentukan kesalahan 

seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang 

                                                             
9  Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 

hlm.186-187. 
10  Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2011, hlm.11. 
11  Rusli Muhammad, Op.Cit. hlm. 187. 
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tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah 

terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan 

putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas 

kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dalam sistem ini keyakinan 

hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya 

kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan 

kesalahan seseorang.12 

d. Negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti 

dalam undang-undang secara negatif. Sistem ini menggabungkan 

dua unsur yaitu unsur ketentuan pembuktian berdasarkan undang-

undang dan unsur keyakinan hakim yang menjadi satu unsur dan 

tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada 

apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah 

dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.13 

Berdasarkan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, 

haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari 

minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus 

                                                             
12  Ibid, hlm. 190. 
13  Hendar Soetarna, Op.Cit. hlm. 41. 



17 

 

didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana 

yaitu:14 

a. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua 

alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan 

hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah 

terjadi. 

b. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, keyakinan 

adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu 

yang objektif. 

c. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan 

tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu: 

- Pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan 

pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak 

adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim 

yakin kesalahan terdakwa. 

- Kedua hal yang bersifat subjektif adalah keyakinan hakim 

tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk berasarkan hal-hal 

mengenai diri terdakwa, maksudnya adalah ketika melakukan 

tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf 

(fait d’excuse). 

3. Applied Theory (Teori Peran) 

                                                             
14  Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 

32-34. 
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Bahwa untuk mengetahui fungsi suatu surat dalam sistem 

peradilan pidana, perlu dipelajari mengenai posisi dan pengaruh dari 

surat tersebut, kombinasi dari posisi dan pengaruh tersebut disebut 

sebagai peran. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita 

siapa, peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, 

komunitas sosial atau politik. 

Teori peran adalah suatu teori yang digunakan dalam dunia 

sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Teori peran adalah teori 

yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan 

dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam 

kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan 

orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur 

sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk 

selalu nampak ‘mumpuni’ dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai 

‘tak menyimpang’ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.15 

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori 

peran dalam empat golongan, yaitu:16 

a. Orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, 

yang terbagi dalam dua golongan yaitu aktor atau pelaku (orang 

yang sedang berperan menuruti suatu peran tertentu) dan target / 

                                                             
15  Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 1994, hlm. 4. 
16  Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 

215. 
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sasaran atau orang lain (orang yang mempunyai hubungan dengan 

aktor dan perilakunya). 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku. 

d. Kaitan antara orang dan perilaku. 

Bagan 1 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara 

konsep – konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah 

yang diteliti atau diketahui.17 Adapun istilah yang digunakan sebagai 

batasan dari penelitian ini adalah : 

                                                             
17  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132. 

Kerangka Teori 

Grand Theory 

Midle Range Theory 

Applied Theory 

Grand Theory yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori Kewenangan 

Midle Range Theory yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Teori 

Pembuktian 

Applied Theory yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori Peran 



20 

 

1. Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

ialah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu 

(semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas 

individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya 

menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam 

masyarakat. 

2. Rehabilitasi menjadi alternatif bentuk pidana bagi pelaku 

penyalahguna narkotika sebagaimana konsep keadilan restoratif 

(restorative justice) yang bertujuan memulihkan keadilan karena 

dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut 

hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga 

korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali 

pada keadaan semula dan bukan pembalasan18. 

3. Prinsip dasar restorative justice menurut pendapat Taufik Makarso 

antara lain: 1). Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita 

kerugian akibat kejahatan; 2). Pelaku memiliki kesempatan untuk 

terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); 3). Pengadilan berperan 

untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk 

melestarikan perdamaian yang adil19. 

                                                             
18  Ratna WP, “Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika-Rehabilitasi Versus Penjara”, 

Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 109. 
19  Taufik Makarso, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013, hlm. 33 
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4. Asesmen menurut pendapat ahli Bomstein dan Kazdin memiliki 

definisi kegiatan mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target 

intervensi, memilih dan mendisain program treatmen, mengukur 

dampak treatmen yang diberikan secara terus-menerus serta 

mengevaluasi hasil – hasil umum dan ketepatan dari terapi20. 

5. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika adalah zat / obat yang berasal dari tanaman / 

bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat 

menyebabkan penurunan / perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.  

6. Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 35 

Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan 

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur melawan hukum 

merujuk pada pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

yang mengamanatkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga apabila narkotika digunakan 

tanpa hak atau izin dari pihak terkait maka memenuhi kategori sebagai 

penyalahguna. 

7. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan 

                                                             
20  http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/, diakses pada hari Rabu tanggal 19 

September 2018, pukul 23.30 Wib. 

http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/
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atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 

pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.  

8. Ketergantungan narkotika menurut pasal 1 ayat (14) adalah kondisi 

yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara 

terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek 

yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan 

secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 

9. Korban penyalahgunaan narkotika menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan 

Bersama adalah seseorang yang menggunakan narkotika karena 

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam. 

10. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 

dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang 

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah 

melanggar larangan hukum pidana21. 

11. Syarat pemidanaan terbagi dua, yaitu tindak pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah 

perbuatan yang terdiri dari mencocokkan rumusan delik, melawan 

hukum dan tidak ada alasan pembenar, sedangkan unsur 

pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu 

bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal 

ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara 

komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahannya 

                                                             
21  Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas 

Berlakunya Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24. 
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(kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. 

Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi 

sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. 

Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim22. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                             
22  Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan 

Penerapan, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 222. 
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Penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu penelitian 

hukum secara normatif guna menemukan kebenaran logika hukum dari 

sisi normatif. Bertolak dari norma hukum positif yang berlaku 

kemudian dilakukan penelitian dengan cara studi kepustakaan (library 

research) yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta 

pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum 

yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam tesis ini,  apakah norma 

hukum positif tersebut sudah lengkap atau belum dalam memenuhi 

azas-azas kepastian hukum didukung dengan bahan yang ditentukan 

dalam penelitian ini kemudian diinventarisasi, diidentifikasi dan 

diklarifikasi sebagai hukum.  

Penelitian hukum jenis normatif ini merupakan penelitian yang 

berdasarkan perilaku nyata (in action) setiap masyarakat sebagai bentuk 

dampak keberlakuan hukum normatif23. Metode penelitian normatif 

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) 

dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

suatu masyarakat.  

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif adalah 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tentang adanya tim 

asesmen terpadu dalam perkara Narkotika yang mengeluarkan produk 

berupa surat rekomendasi apakah klien layak atau tidak direhabilitasi, 

                                                             
23  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 54. 
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dengan cara menganalisa suatu metode/mekanisme asesmen, 

sistematika asesmen serta pemikiran tertentu terhadap fakta hukum 

melalui suatu kegiatan ilmiah guna mengusahakan suatu pemecahan 

atas suatu permasalahan yang timbul dari adanya surat rekomendasi 

Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan perkara narkotika. 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian adalah pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya, 

adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji 

berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus 

tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Untuk itu, peneliti 

harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat: 

pertama, comprehensive (norma-norma hukum positif yang ada di 

dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis); kedua, 

all inclusive (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak 

akan ada kekurangan hukum); ketiga, systematic (disamping 
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bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif 

itu juga tersusun secara hierarkis).24 

Adapun norma-norma yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah norma hukum positif yang berhubungan dengan pengaturan 

dan mekanisme tim asesmen terpadu dan rehabilitasi medis 

maupun rehabilitasi sosial, serta fungsi dan kekuatan mengikat 

surat rekoemendasi dari Tim Asesmen Terpadu terkait pembuktian 

dalam hukum acara pidana, baik norma hukum yang timbul karena 

bentukan undang-undang, yang muncul melalui putusan hakim 

(yurisprudensi) maupun yang muncul dari kebijakan penegak 

hukum. 

b. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan 

norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-

kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam 

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus 

penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna 

empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh 

gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan 

hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisinya 

untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi.25  

                                                             
24  Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, 

Surabaya Haryono, hlm. 249. 
25  Ibid, hlm. 268. 
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Adapun penelitian ini dengan kategori Non Judicial Case 

Study yaitu merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa 

konflik, sehingga tidak ada campur tangan dengan Pengadilan.26 

Adapun kasus yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini 

adalah pasien yang di lakukan Asesmen oleh Tim Asesmen 

Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Provisni Sumatera 

Barat antara tahun 2017 – 2019, khususnya yang berasal dari 

penyidikan pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 

c. Pendekatan analisis (Analytical Approach) 

Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna 

yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan 

dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus 

mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan 

hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan, yaitu: pertama, 

peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam 

aturan hukum positif yang bersangkutan; dan kedua, menguji 

istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis 

terhadap putusan-putusan hukum.27 

 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan 

                                                             
26  https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ diakses pada tanggal 02 

September 2018 jam 15.15 Wib. 
27  Johny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 256. 

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
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konsep, teori maupun informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti 

pendahulu baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun 

karya ilmiah lainnya kemudian didukung fakta empirik yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah 

atau menjawab pertanyaan penelitian. 

Sumber data kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekuner maupun bahan hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 

terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan 

hierarki28, antara lain :  

a) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);  

b) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);  

c) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;  

e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 

tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Di Dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;  

f) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

                                                             
28  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141. 
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Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri 

Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan 

Narkotika Nasional Republik Indonesia;  

g) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 

tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 

Rehabilitasi; 

h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses 

Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah 

Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan;  

i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib 

Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, 

Dan Korban  Penyalahgunaan Narkotika; 

j) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.   
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2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas 

buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, 

yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan 

dengan topik penelitian29. Dalam Penelitian ini, bahan hukum 

sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang 

relevan, kasus-kasus hukum dan berbagai makalah yang 

berkaitan.  

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang 

mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder30, seperti kamus, karya ilmiah, 

bahan seminar serta jurnal-jurnal yang relevan dan dapat 

dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

4. Penentuan Narasumber  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri 

yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau 

mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri 

yang sama31. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 

                                                             
29  Johny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 296. 
30  Ibid. 
31  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 121. 
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populasi atau yang mewakili populasi secara representatif, jika sampel 

sudah homogeny baru dapat diteliti sehingga identik dengan populasi.32  

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu metode 

penentuan dan pengambilan narasumber berdasarkan atas pertimbangan 

keterkaitan masalah serta maksud dan tujuan penelitian ini. Berdasarkan 

metode tersebut maka yang menjadi sampel wawancara dan dijadikan 

sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang pernah 

menangani perkara narkotika yang terdapat surat rekomendasi tim 

asesmen terpadu di Pengadilan Negeri Painan, yaitu:  

a) Tim Asesmen Terpadu dari BNNP Padang, Sumatera Barat 1 orang  

b) Jaksa dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 1 orang  

c) Hakim Pengadilan Negeri Painan 1 orang 

d) Penyidik dari Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat 1 orang. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

studi kepustakaan dan studi kasus.   

a) Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan 

mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang–

undangan juga dokumen–dokumen lain yang berhubungan dengan 

                                                             
32  Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 

147. 
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penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data 

sekunder.  

b) Studi Kasus  

Studi kasus dilakukan dengan cara wawancara para narasumber 

yang telah menangani perkara tindak pidana narkotika di 

Pengadilan Negeri Painan atas nama Afrian Eko Pgl. Eko Bin 

Hermansyah, dkk (nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Pnn dan 

3/Pid.Sus/2018/PN.Pnn) serta atas nama Alazis Chandra Andika 

Pgl. Azis Bin Aljupri (nomor register perkara 

21/Pid.Sus/2019/PN.Pnn). 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

yaitu digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan studi pustaka dipelajari bahan-bahan hukum yang  

merupakan data sekunder. 

Pertama-tama  dipilih  dan  dihimpun  semua peraturan-peraturan  

yang  berkaitan  dengan  bidang hukum  yang  menjadi  objek 

penelitian. Selanjutnya, dari bahan-bahan tersebut yaitu dipilih asas-

asas, doktrin  dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai:  

a) Kedudukan dan wewenang Tim Asesmen Terpadu,  

b) Kekuatan mengikat surat rekomendasi tim asesmen terpadu 

(TAT) dari sudut pandang Majelis hakim dalam memeriksa dan 

mengadili perkara tindak pidana narkotika. 



33 

 

c) Fungsi surat rekomendasi tim asesmen terpadu (TAT) yang 

mempengaruhi pertimbangan putusan Majelis hakim dalam 

penentuan jenis tindak pidana yang dijatuhkan apakah pidana 

penjara atau pidana rehabilitasi. 

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan 

kenyataan–kenyataan yang ada berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan kemudian dikemukakan dalan bentuk uraian yang sistematis 

dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah 

analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan 

berdasarkan penelitian.  

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan berisi jawaban yang merupakan fakta atas 

pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah keseluruhan 

yang dilandasi dan didukung oleh informasi yang tepat (accurate), 

benar (reliable) dan tepat waktu (timeliness). 

Data yang telah terkumpul dianalisa untuk mendapatkan 

permasalahan yang jelas untuk dibahas selanjutnya data yang telah ada 

diperbandingkan dengan aturan-aturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai kekuatan dan fungsi surat rekomendasi tim 

asesmen terpadu dalam perkara tindak pidana narkotika. 
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Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang 

Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah 

Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan;  

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi 

Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban  Penyalahgunaan 

Narkotika; 

- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

 

D. Website: 

- https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ 

diakses pada tanggal 02 September 2018 jam 15.15 Wib. 

- http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/, diakses pada hari 

Rabu tanggal 19 September 2018, pukul 23.30 Wib. 

 

 

 

 

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/

